
 
BUPATI PEMALANG 

 
PERATURAN BUPATI PEMALANG 

 
NOMOR  23  TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 67 TAHUN 2008  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009 

 
BUPATI PEMALANG, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya pagu Dana Alokasi Khusus 

dan/atau spesifik grant lainnya dari transfer ke daerah dalam APBN, 

serta bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009 

untuk Kabupaten Pemalang, maka perlu dialokasikan anggarannya 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2009 ; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi IV angka 4 pada Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2009, disebutkan bagi daerah yang melaksanakan 

program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya dari 

transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi 

untuk Kabupaten/Kota yang dananya diterima setelah APBD 

ditetapkan, maka sambil menunggu peraturan daerah tentang 

perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melaksanakan program 

dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan 

persetujuan Pimpinan DPRD ; 

c. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 172.1/3/PIM/20009 

tentang Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului Penetapan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009, perlu 

dilakukan peyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Pemalang 

Nomor 67 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009 ; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 67 Tahun 2008 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik    Indonesia Nomor 3569) ; 

3. Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3685)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688) ; 

5. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839) ; 

6. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4298) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang–Undang  Nomor 10  Tahun  2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ; 
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9. Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) ; 

11. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

12. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

119,Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah 

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

23. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

24. Peraturan  Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2009 ; 

26. Peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia Nomor 

171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Alokasi Dana Alokasi Khusus 

Tahun Anggaran 2009 ; 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Jwa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 14) ; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) ; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



 5 

Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun 2008 Nomor 20) ; 

30. Peraturan  Bupati  Pemalang  Nomor 67 Tahun 2008 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pemalang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun 2008 Nomor 67). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PEMALANG NOMOR 67 TAHUN 2008 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2009. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor  67 

Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009, diubah sebagai 

berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2009 terdiri dari atas : 

1. Pendapatan    

a. Pendapatan Asli Daerah  Rp 53.658.695.000,00 

b. Dana Perimbangan  Rp 670.211.988.500,00 

c. Lain-lain Pendapatan Asli  Rp 34.986.693.000,00 

JUMLAH PENDAPATAN  Rp 758.857.376.500,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung : 

1) Belanja Pegawai  Rp 442.511.763.000,00 

2) Belanja Bunga Rp 502.794.000,00 

3) Belanja Subsidi Rp 0,00 

4) Belanja Hibah Rp 6.874.814.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp 15.817.500.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp 1.783.915.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 41.206.000.000,00 

8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.675.000.000,00 

JUMLAH  Rp 511.371.786.000,00 

b. Belanja Langsung : 
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1) Belanja Pegawai  Rp 57.027.067.375,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 128.245.425.825,00 

3) Belanja Modal Rp 120.248.191.300,00 

JUMLAH Rp 305.520.684.500,00 

JUMLAH BELANJA Rp 816.892.470.500,00 

SURPLUS/(DEFISIT) Rp (58.035.094.000,00) 

3. Pembiayaan  

a. Penerimaan Rp 74.887.414.000,00 

b. Pengeluaran   Rp 16.852.320.000,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN  

NETO Rp 58.035.094.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran  

tahun berkenaan Rp 0,00  

 

2. Ketentuan Pasal 2 Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I pada 

Pasal 2 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan 

Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 3 Lampiran II Urusan Wajib Pendidikan (Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga) ; Urusan Wajib Kesehatan 

(Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari) ; 

Urusan Wajib Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum) ; 

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan (Bappeda) ; Urusan 

Wajib Lingkungan Hidup (Kantor Lingkungan Hidup) ; Urusan 

Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana) ; Urusan 

Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas Koperasi, 

UKM, Perindustrian dan Perdagangan) Urusan Wajib Otonomi 

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian (DPPKAD, 

Kantor Pelayanan Terpadu) ; Urusan Wajib Ketahanan Pangan 

(Kantor Ketahanan Pangan) ; Urusan Wajib Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Keluarga Berencana) ; Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 

(Dinas Kelautan dan Perikanan) ; Urusan Pilihan Perdagangan 

(Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan) ; dan 

Urusan Pilihan Pertanian (Dinas Pertanian dan Kehutanan) 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada 

Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pemalang. 

 

Ditetapkan  di Pemalang 

pada tanggal 18 Maret 2009 

 

BUPATI PEMALANG, 

Cap. 

ttd 

H. M. MACHROES 

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal  18 Maret 2009 

 

 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN PEMALANG 

Cap. 

  ttd 

 SUMADI SUGONDO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 23 
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